BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.189, 2009 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MANUSIA. Indikator. Kinerja. Utama. Penetapan

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 12 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasa 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Minerdl
dalam suatu Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 31 Januari
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungs, Kewenangan,
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Menetapkan :

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008
tanggal 10 Maret 2008;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mel 2007 tentang
Pedoman Umum Penetgpan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Departemen Energi
dan Sumber Daya Minera dan unit-unit utama di
lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | sampai dengan
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
oleh masing-masing unit utama di lingkungan Departemen
Energr dan Sumber Daya Mineral untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampakan rencana kerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan Kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan
evaluasi pencapaian kinerja sesua dengan organisasi dan
dokumen Rencana Strategis Departemen Energi dan Sumber
DayaMineral.
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Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluas
terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilakukan oleh setiap pimpinan unit utama dan
disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral.

Pasal 4

Pimpinan Unit Utamadi lingkungan Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral agar menentukan target masing-
masing Indikator Kinerja Utama setigp tahun.

Pasal 5

Pimpinan Unit di lingkungan Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral agar menyusun Indikator Kinerja
Utama untuk ditetapkan Pimpinan Unit Utama dan
menentukan target masing-masing Indikator Kinerja Utama
setiap tahun.

Pasal 6

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan
Peraturan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan :

a. analiss atas capaian kinerja setigp unit utama dalam
rangka meyakinkan keandalan informas yang disgjikan
dalam laporan akuntabilitas kinerja;

b. evaluas terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini
dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber
DayaMineral.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mula berlaku padatanggal ditetapkan.
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 14 Juli 2009

MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAY A MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 14 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA
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